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AL-QIYAS DAN AL-DALIL
(Perbandingan Antara Figh Syafi’iyah dan

Figh Dhahiriyah)

I. PENDAHULUAN

Dalam ushul figh dikatakan bahwa
salah satu dalil atau sumber hukum Is-
lam ialah al-Qiyas. Bahkan terhadap
al-Qiyas 1ni, al-Syahrastani (t.t.:200)
menyatakan, bahwa, ijtihad dan giyas
itu harus diperhitungkan peranannya,
sebab penentuan hukum terhadap re-
alitas yang muncul itu memerlukan
iyjtthad.  Pernyataan ini mengandung
arti bahwa ai-Qiyas itu teridentifikasi
dalam dan sebagai ijtihad. Imam al-
Syafi’i (1983:205) lebih  tegas
menyatakan bahwa al-qiyas dan al-ijti-
had itu adalah dua nama yang
mengandung satu arti (makna). Per-
nyataan ini dapat dipahami,
sesungguhnya menurut al-Syafi’i, al-gi-
yas itulah sebenarnya yang dimaksud
dengan al-ijtihad.

Penggunaan al-qiyas sebagai dalil
hukum Islam, menurut pendukungnya,
bukan hanya tersirat dalam al-Qur’an
akan legalitas dalil tersebut, tetapi juga
scbagai bukti kemampuan hukum Islam
dalam menampung persoalan-persoalan
yang secara tersurat tidak disebut oleh
al-Qur’an dan al-Hadits. Dalam fungsi
ini, al-Qiyas diperlakukan sebagai alat
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untuk  memperlihatkan  kemampuan
daya cakup hukum Islam terhadap per-
soalan-persoalan yang muncul kapan
dan di manzpun. Tetapi karena
mekanisuie  kecakupannya  dicurigai
melampaui batas syari’ah sebagai kete-
tapan Allah, maka al-Qiyas dipandang
bukan sebagai dalil hukum Islam oleh
sebagian ulama. Hukum yang dihasil-
kan dari al-Qiyas, oleh kelompok
penentang  qiyas, dipandang sama
artinva dengan ciptaan manusis selu-
ruhnya, sedangkan kaidah menyebutkan
bahwa, tiada hukum kecuali dari Al-
iah. Karena itu, untuk menjamin
kemampuan daya tampung syari’ah,
bukan dengan qiyas, tetapi dengan al-
Dalil, yaitu upaya menemukan cakupan
suatu lafadh tertentu atas makna-makna
yang mungkin banyak.

al-Qiyas dengan esensi, fungsi dan
mekanismenya, dipegangi oleh al-
Syaf’i  atau al-Syafi’iyah. Scdang
al-Dalil, esensi, fungsi, dan mekanis-
menya dipegangi oleh al-Dhahiri atau
al-Dhahiriyah. Keduanya ada perten-
tangan, baik dalam konsecp maupun
dalam mekanisme pendalilan kedua
dalil hukum Islam tersebut. Bahkan



justeru karena al-Syafi'i memegangi al-
Qiyas itulah yang menyebabkan dijauhi
oleh al-Dhahiri, meskipun pada mu-
lanya, al- Dhahiri adalah pengagum
dan belajar kepada murid-murid al-
Syafi’i (lihat Zahrah, t.t.:376). Melihat

kenyataan -tersebut, kiranya menarik
untuk dilihat perbandingan kedua kon-
sep tersebut.

II. PENGERTIAN DAN UNSUR-

UNSURNYA

1. al-Qiyas

Menurut ahli bahasa, al-Qiyas
ialah ’'menyamakan, membandingkan

atau mengukur.’ Misalnya menyamakan
dua orang melalui perbandingan dan
pengukuran, karena pada keduanya ada
indikator yang patut diperbandingkan,
diukur, dan disamakan. Menurut istilah
ulama-ulama ushul figh, al-Qiyas ialah
menetapkan hukum suatu kejadian atau
peristiwa yang tidak disebut oleh nash,
melalui cara membandingkannya de-
ngan suatu kejadian atau peristiwa
yang lain yang telah ditetapkan hukum-
nya berdasarkan nash, karena ada
persamaan illar antara kedua kejadian
atau peristiwa itu (Khallaf, 1972:19).

Pengertian tersebut memperlihat-
kan unsur-unsur al-Qiyas, meliputi:
realitas pengukur yang sudah ada ke-
tentuan hukumnya, realitas terukur
yang belum ada ketetapan hukumnya,
dan illat hukum sebagai indikator pen-
gukurannya. Jika diibaratkan realitas
pengukur itu dilambangkan X yang
hukumnya haram berdasarkan nash ka-
rena ada illat yang dilambangkan
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(+1), realitas terukur dilambangkan
dengan Y yang di dalamnya ada atau
mengandung (+1), maka hukum Y
berarti sama dengan hukum X, karena
sama-sama mengandung (-+1). Jadi
artinga: X (+1) = haram. Y (+1) =
X. Maka Y (+1) = haram.

Analogi (qiyas) seperti itu dapat
diperlihatkan dalam menentukan hu-
kum minuman yang memabukkan.
Dalam al-Qur’an dijelaskan:
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Hai orang-orang yang beriman, sesung-

gihnya khamer, judi, kurban untuk berhala,
mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan
keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapar ke-
beruntungan (al-Maidah:90).
Pada ayat di atas dinyatakan bahwa
(minum) khamer itu haram hukumnya.
Illat yang ada pada khamer sehingga
dihukumi haram adalah karcna me-
mabukkan (inkar), sebagaimana dinya-
takan oleh al- Hadits yang diriwayatkan
oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibn
Majah, al-Turmudzi, dan al-Nasa’i,
dari lbn ’Umar (lihat al-Sayuthi,
1966:235), yang berbunyi:
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Setiap yang memabukkan adalah khamer,
dan setiap yang memabuwkkan adalah haram.
Barangsiapa meminwmn khamer di dunia ini, lalu
ia mati, sedang ia dalam kecanduan dan tidak
bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya kelak
di akhirat (hadits riwayat Imam Ahmad, Muslim,
Abu Daud, Tuemudzi, Thn Majah, dan al-Nasa’i,
dari Ibn *Umar).

Berdasarkan illat khamer yaitu
memabukkan, sehingga khamer di-
hukumi haram, maka minuman apa
saja yang mempunyai illat memabuk-
kan, hukumnya sama dengan khamer
yaitu haram. Ketentuan haramnya
minuman selain khamer atas dasar ada-
nya illat memabukkan, adalah melalui
giyas. Jadi inti al-qiyas schetulnya ada
pada penemuan illat hukum itu. Sebab
berdasarkan kaidahnya, ada atau tidak
adanya hukum itu tergantung pada ada

atau tidak adanya itlat.

2. al-Dalil

Dalam mengartikan al-dalil 1ni,
Ibn Hazm (1984:41) menyatakan, se-
cara harfiah kadang-kadang sama
artinya dengan al-burhan (petunjuk ha-
kekat suatu hukum),
kadang-kadang berarti simbol yang di-
dalamnya tersimpan  makna-makna
yang disimbolkan. Sedangkan menu-
rut arti istilah, al-dalil ialah ungkapan
yang menjelaskan sesuatu yang dimak-
sud. Kaitannya dengan kedudukan
al-Dalil sebagai dalil hukum Islam, Ibn
Hazm (IV, 1984:98) menyatakan bah-
wa, apa yang dinamakan ’al-Dalil’
dalam aliran (al-Dhahiriyah) ini se-
sungguhnya merupakan sesuatu yang
diambil langsung dari nash atau ijma’

dan
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dan dipahami langsung dari segi
dalalah keduanys; bukan dipertautkan
dengan keduanya melalui cara mene-
mukan illat.  Pengertian ini dapat
dipahami bahwa al-Dalil ialah upaya
pendalilan nash atau ima’ terhadap
suatu kejadian atau peristiwa untuk
menemukan hukumnya dengan cara
menunjukkan jangkauan makna dari
(lafadh) nash atau ijma’.

Rincian pengertian di atas menun-
jukkan bahwa di dalam al-Dalil itu
terdapat unsur-unsur: lafadh nash atau
sesuatu yang ijma’, hukum yang ditun-
jukkan oleh nash atau ima’ itu,
sesuatu kejadian atau peristiwa yang
belum ada hukumnya, dan jangkauan
daya tampung dari (lafadh) nash atau
iyma’ itu. Dalam prakteknya, sesuatu
peristiwa atau kejadian (realitas) yang
belum ada ketentuan hukumnya itu di-
identifikasi apakah termasuk ke dalam
cakupan (lafadh) nash atau ijma’ itu
atau tidak, sehingga hukumnya berarti
sesuai dengan yang ditunjuk oleh nash
atau ijma’ itu.

Sebagai contoh misainya tentang
hukum sesuatu yang memabukkan.
Berdasarkan nash, (minum) khamer itu
haram hukumnya (lihat al-Maidah: 90).
Kemudian al-Hadits menyebutkan bah-
wa segala sesuatu yang memabukkan
adalah Khamer, karena itu haram
hukumnya. Jadi hukum haramnya se-
gala sesuatu yang memabukkan itu
disebabkan karena termasuk ke dalam
cakupan pengertian khamer, bukan ka-
rena illat memabukkannya. Kesimpul-
annya, hukum haramnya sesuvatu yang



memabukkan bukan karena qiyas de-
ngan khamer melalui penentuan illat
hukum, tetapi disebabkan karena se-
suatu yang memabukkan itu tercakup
dalam pengertian khamer. Maka berarti
keharaman sesuatu yang memabukkan
adalah atas dasar ketetapan nash.

[II. AL-DALIL DALAM PRAKTEK

DALALAHNYA DAN PER-
BANDINGANNYA  DENGAN
AL- QIYAS

Telah disebutkan di atas bahwa
dalalah al-Dalil itu adalah pengambilan
langsung dari nash atau iyma’, maka
dari kedua pengambilan tersebut dapat
diperlihatkan sebagai berikut:

A. al-Dalil Yang Diambil dari Nash
Untuk menjelaskan al-Dalil yang
diambil dari nash, kiranya penting di-
lihat pembagiannya. Dalam hal ini
dapat dikelompokkan pada tujuh ma-
cam, yang semuanya berada di dalam
cakupan nash itu sendiri, yaitu:

1. Natijah (konklusi) dari nash.

Dalam nash itu ada yang mengan-
dung logika silogisme yang, dari logika
itu dipetik kesimpulan. Yang dimaksud
natijah (konklusi/kesimpulan) dari nash
kaitannya dengan al-Dalil ini ialah, na-
tijah yang ditarik dari dua muqaddimah
(premis) yang terdapat dalam suatu
nash. Misalnya hadits Nabi saw yang
berbunyi:
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“Setiap yang memabukkan adalah khamer,
dan setiap khamer adalah haram*.

Premis pertama berbunyi:

A S IS

(setiap yang memabukkan adalah
khamer). Premis kedua berbunyi:

ol A S
(setiap khamer itu haram).
Dari kedua premus dalam hadits terse-
but dapat melahirkan suatu natijah bah-
wa setiap yang memabukkan adalah

haram hukum (meminum)-nya (lbhn
Hazm IV, 1989:98).

Hadits tersebut merupakan nash
bagi haramnya khamer, sedangkan ke-
haraman bagi selain khamer yang juga
memabukkan tidaklah didasarkan atas
nash itu secara langsung, melainkan
atas dasar al-Dalil berupa natijah yang
ditarik dari premis-premis yang ter-
susun di dalam nash (hadits) tersebut.
Mekanisme pendalilan al-Dalil terha-
dap nash tersebut dengan strategi
logika, adalah bukti bahwa al-Dalil itu
merupakan dalil hukum Islam.

Aliran al-Dhahiriyah memandang
bahwa mekanisme yang demikian itu
bukan merupakan qiyas, tetapi meru-
pakan penerapan nash dan pengem-
bangannya melalui cakupan nash, dan
ini adalah al-Dalil. Sebab, meskipun
lahiriah nash tidak menyatakan dengan
tegas bahwa
(setiap yang memabukkan itu haram),
namun dapat dipahami langsung dari
dalalah lafadh nash itu sendiri yang be-
rupa natijah yang pasti selalu ada dan
tercakup dalam setiap susunan premis.



Karena itu, menurut aliran ini, illat
memabukkan sebagaimana ditunjukkan
dalam qitas, bukan merupakan ukuran
penentu bagi keharaman sesuatu selain

ﬁf;
it

khamer, twtapi al-Dalil nash-lah
yang menunjuk keharaman sesuatu  se-

lain khamer itu.

2.  Penunjukkan Makna dari Lafadh.

Makna yang ditunjuk oleh suatu
lafadh, dengan sendirinya mengandung
penolakan terhadap makna lain yang ti-
dak mungkin bersesuaian dengan
makna yang dikandung oleh lafadh itu.
Misalnya tirman Allah swt yang ber-
bunyi:

TeRK! :R{,:h)r,l, OUQ o2 ! 9y

.. sesungguhnya lbrahim adalah seorang
yang sangat lembut hatinya lagi penyantun” (al-
Taubah: 114).

Lafadh halim (penyantun) yang
terdapat pada ayat di atas secara pasti
menolak pengertian bahwa lbrahim itu
safth (tidak penyantun). Hal itu dise-
babkan karena lafadh yang tarakhir
(safth) ini tidak mungkin memiliki atau
mengandung kesesuaian dengan  pe-
ngertian lafadh yang pertama (halim)
itu.

Contoh lain misalnya, firman Allah
swit:

el g Wy B b B W

.(Y kel ﬂ\")
.. maka sekali-kali jangantah kamu men-
galakan kepada keduanya perkaiaan ‘ah’ dan
janganlah kamu membentak keduanya ..." (al-
Isra: 23);

dan firman Allah yang berbunyi:

"
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“... dan hendaklah kamu berbuat baik

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baikiya ... "
(al-Isra: 23).
Firman Allah pada pernyataan pertama
di atas, selain merupakan larangan
keras membentak kedua orang tua dan
mengatakan 'ah’ kepada keduanya, juga
mengandung larangan memukul kedua
orang tua atau menyakiti mereka. Ka-
rena, semua itu merupakan makna yang
tidak mempunyai kesesuaian dengan
makna ihsan (berbuat baik) kepada ke-
dua orang tua yang, juga ditunjuk oleh
nash (pernyataan kedua pada ayat di
atas) (Zahrah, t.t.:402).

Golongan al-Dhahiriyah meman-
dang bahwa cara berpikir seperti
tersebut di atas, adalah yang didasar-
kan atas dalalah nash itu sendiri yang
disebut al-Dalil, bukan atas dasar (i-
yas. Tetapi ulama ahli al-giyas
memandang cara berpikir seperti itu
adalah termasuk al-qivas al-jaliy.

3. Sesuatu yang Hukumnya Tidak Di-
sebut oleh Nash.

Sesuatu itu adakalanya haram ber-
dasar atas nash, yang akibatnya
berdosa bagi orang yang mengerjakan-
nya; adakalanya fardlu berdasar atas
nash, yang akibatnya herpahala bagi
orang yang mengerjakannya; atau
adakalanya mubah berdasarkan nash,
dan karena itu boleh ditinggalkan atau
dikerjakan. Tetapi juga adakalanya
nash tidak menyebutkan atau menetap-
kan hukumnya, baik fardiu, haram,



maupun mubah. Terhadap hal seperti
ini, dilihat bahwa asal segala sesuatu
itu mubah,

Bagian yang ketiga ini sebetulnya
termasuk istishhab.  Maksudnya, se-
suatu yang, secara ashal (hukum
asalnya), adalah mubah hukumnya
(yang berarti) herdasar atas nash se-
hingga terdapat dalil tertentu yang
menunjukkan haram atau fardlu (Za-
hroh, t.t.:402).

4.  Penerapan Segi Keumuman Makna
dari Fi’il Syarath.

Meskipun pada mulanya suaiu
ayat itu ditujukan atas kasus tertentu
atau orang tertentu yang, pengungka-
pannya menggunakan fi’il svarath
dalam bentuk lafadh umum, namun
justeru karena keumumannya itulah
ayat itu berlaku secara umum. Misal-
nya firman Allah yang berbunyi:

b sy | ggzy O 1y a5 ol VL;
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"... katakanlah kepada orang-orang kafir
it -- maksud semula ayar ine ialah Abu Sufyan
dan kawan-kawannya --: jika mereka berhenti
dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengam-
puni mereka terhadap dosa-dosa mereka yang te-
lah lalu ..." (al-Anfal: 38).
Dipahami dari adanya fi’il syarath
('s¢%x) dalam ayat di atas bahwa
siapa saja yang berhenti dari kekafir-
annya, bailk mereka yang ditunjuk
langsung oleh ayat tersebut maupun se-
lain mereka, Allah akan mengampuni
dosa-dosa mereka yang sudah lalu (Ibn
Hazm, 1V, 1989:98). Pemahaman se-
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perti itu juga didasarkan atas dalalah
lafadh nash, yaitu merupakan pencrap-
an hukum terhadap seluruh manusia,
sesuai dengan keumuman ayat yang
menggunakan fi’il syarath tersebut.
Dengan kata lain, inilah penerapan hu-
kum yang berdasar atas al-Dalil yang
diambil dari nash itu sendiri; bukan
atas dasar al-Qiyas (Zahrah, t.t.: 401).

S. Lafadh yang (harus) Menghimpun

Banyak Pengertian.

Yang dimaksudkan latadh dalam
bentuk itu ialah, lafadh yang di dalam-
nya terhimpun berbagai pengertian
yang merupakan keharusan yang meny-
ertai  lafadh  itu. Misalnya ada
ungkapan: Fatimah menikah. Ungkap-
an ini dapat dipahami bahwa Fatimah
itu orang yang hidup; mempurnyai ang-
gota badan yang schat sebagai manusia
sehingga dapat melakukan pernikahan;
dan mempunyai  kehendak  serta
kelengkapan untuk menikah.

Demikian halnya, misalnya firman
Allah yang berbunyi:

s Jy L Sl AN ek S
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"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan
mati ... " (Ali Imran: 185).
Ayat tersebut dapat dipahami bahwa
Zaid akan mati, Hindun akan mati,
Umar juga akan mati, dan seterusnya
untuk setiap yang berjiwa; meski nash
tersebut  tidak menyebutkan nama-
namanya (Ibn Hazm, IV, 1989:99).



6. Qadlaya Mudarrajat
berjenjang).

(proposisi

Yang dimaksud Qadlaya Mudarra-
Jar ialah pemahaman bakwa derajat
tertinggi itu dipastikan herada di aias
derajat yang lain yang berada di bawah
sesuatu yang terletak tepat setelah de-
rajat tertinggi itu atau di bawahnya
lagi. Sebagai contoh misalnya, Abu
Bakar lebih utama daripada Umar; dan
Umar lebih utama daripada Utsman.
Proposist demikian memberikan pema-
haman bahwa Abu Bakar dipastikan
lebih  utama daripada Utsman (Ibn
Hazm, IV. 1989:99), berdasarkan ter-
tib  penjenjangan  sebelumnya. Jadi,
meskipun tidak dikatakan bahwa Abu
Bakar itu lebih utama daripada
Utsman, tetapi karena di atas Utsman
ada Umar yang lebih utama dari-
padanya dan di atas Umar ada Abu
Bakar yang lebih utama, maka logi-
kanya pasti Abu Bakar lebih utama
daripada Utsmar.

7. CAks al-Qadlava (pelawanan pro-
posisi).

Yang dimaksud ‘Aks al-Qadlava
ialah  suatu pemahaman bahwa pro-
posisi  kullivah  senantiasa  memiliki
pengertian  yang berlawanan dengan
Juz’ivah-nya. Misalnya nash yang ben-
tuk  proposisi  logisnya menyatakan
bahwa setiap yang memabitkkan itu ha-

ram. Bentuk proposisi 1m adalah
kulityah, yang artinya bahwa segala

yang memabukan itu hukumnya haram.
Proposisi kulliyah tersebut memberikan
pemahaman bahwa sebahagian dari
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yang diharamkan adalah yang

me-
mabukkan (Ibn Hazm, IV, 1989:99)
Dengan kata lain, tidak setiap yang di-
haramkan 1itu memabukkan.

dari

B. Al-Dalil Diambil

Ijma’

yamg

Untuk mengetahut al-Dalil yang
diambil dari 1yma’, terlebih dahulu di-
ketahui macam-macamnya.  Menurut
Ibn Hazm (1989:98). al- Dalil yang di-
ambil dari 1jjma’ itu  dapat
dikelompokkan pada empat begian, ya-
tu: istishhab 2l-hal. agalle ma qgila
{mengambil ukuran minimal dari suatu
ukuran yang Jiperselisihkan), ijma’
para ulama untuk meninggalkan suatu
pendapat, ijma’ pera ulama tentang
persamaan  penerapan  hukum  atas
kaum muslimin.

i, Istishhab al-Hal

Yang dimaksud istishhab al-hal
talah kekalnya hukum ashal yang tela-
htetap berdasarkan nash, sampai ada
dalil tertentu yang menunjuk adanya
perubahan (Ibn Hazm, [, 1989:58).
Konsep istishhab seperti ini menun-

jukkan bahwa dalam aliran al-Dhahiriy.

istishhab itu tidak didasarkan atas akal
(ra’yu), melainkan atas dasar nash
yang bersifat umum.

Mengenai hal itu Ibn Hazm (1bid)
menyatakan bahwa jika terdapat suatu
nash dari al-Qur'an atau al-Hadits yang
menunjukkan hukum tertentu mengenai
masalah tertentu pula, kemudian olch
seseorang dipandang bahwa hukum ter-



sebut telah beralih atau hilang (gugur)
sama sekali atas dasar berubahnya ke-
adaan, waktu, dan tempat, maka ia
hendaklah mengajukan bukti dari nash
al-Qur’an atau hadits mutawatir yang

menunjuk  adanya  pergeseran  atau
gugumya hukum itu. Apabila terbukti
ada, maka pandangannya dapat diteri-
ma sebagai kebenaran. Apabila tidak,
maka pandangannya tidak dapat diteri-
ma.

Karena itu, merupakan keharusan
agar tetap pada pendirian nash, selama
nama sesuatu itu tidak mengalami per-
ubahan, karena itulah yang lebih
meyakinkan. Scdangkan pandangan
mengenai adanya pergeseran hukum,
itu lebith merupakan sangkaan tanpa
dasar dan upaya menetapkan hukum

baru yang illegal di sis1  Allah.
Keduanya sama-sama tertolak dan
dusta, sampai terbukti adanya nash

yang tegas menunjuk adanya perubahan
hukum itu (lihat ibid).

Mengenai istishhab ini, ada ayat
al-Qur’an yang berbunyi:

gl g A o)W (B ey
(T A
. dan bagi kamu ada tempar tinggal
di bumi. dan kesenangan hidup sampai wakiu
vang ditentukan”.
Menurut Ibn Hazm (I, 1989:58), ayat
ini merupakan nash bagi hukum iba-
hah, yang masih terus berlaku, sampai
terdapat dalil tertentu yang menetapkan
adanya pergeseran hukum. Ketika sua-
tu realitas tidak diatur oleh dalil dari
nash atau ijma’, maka realitas itu dite-

tapkan mubah berdasar atas al-Dalil da-
lam bentuk istishhab. Tetapi apabila
terjadi pergeseran hukum untuk suatu
masalah berdasarkan nash, maka hu-
kum terhadap realitas itu selanjutnya te-
lah tetap berdasarkan nash yang baru

(ditemukan) itu pula. Karena itu, ada

atau tidak adanya suatu hukum bagi

suatu realitas selalu didasarkan atas

nash (Zahrah, t.t.:414).

Berdasarkan atas pendiriannya ten-
tang istishhab seperti di atas, Ibn
Hazm (I, 1989:7)9 menetapkan hal-hal
sebagai berikut:

a. Sesuatu yang telah tetap berdasar
atas keyakinan yang tidak bisa di-
hilangkan kecuali dengan keyakin-
an pula, tidaklah dianggap hilany
dengan adanya keraguan.

Orang yang telah yakin dalam ke-

adaan suci (tidak berhadats), ke-

mudian timbul keraguan adanya
hadats yang membatalkan
wudlunya, maka ia tetap dipan-
dang suci dan -- oleh kerenanya --
dibenarkan melakukan shalat de-
ngan wudlu yang diyakininya itu.
Demikian juga orang yang ragu
dalam hal telah menthalak isteri-
nya, tetap dipandang tidak mentha-
laknya. Demikian juga yang
menthalak salah seorang isterinya,
lalu timbul keraguan tentang siapa

di antara isteri-isterinya itu yang

ditalak, maka ia tetap dipandang

tidak menthalak isteri-isterinya.

b.  Sesuatu yang telah tetap kebalalan-
nya, dinyatakan tidak hilang keha-
lalan itu kecuali, ada dalil yang



menunjukkan lain atau ada suatu
hal yang merubah dzat sesuatu itu.
Sebagai contoh misalnya, jika air
atau sayur yang halal untuk di-
minum atau dimakan terkena se-

suatu  yang haram, misainya
bangkai. maka air dan savur itu
tetap halal selama tidak terjadi
perubahan warna atau rasa atau
baunya.

c. Tidak ada sesuatu yang menuntut
keharusan untuk dipenuhinya suatu
perikatan, kecuali dengan adanya
nash. Karena itu, segala akad atau
syarat yang tidak tegas disebut
oleh nash, tidak harus dipenuhi ka-
rena, menurut hukum ashal tidak
ada  keharusan ttu  (Zahroh,
t.t.:418),

d.  Sesuatu yang telah tetap hukumnya
berdasar atas nash, dipandang ber-
laku untuk selamanya, setiap wak-
tu, tempat, dan keadaan, sampai
terdapat nash tertentu lainnya yang
menunjuk adanya perubahan hu-
kum itu untuk suatu waktu, tem-
pat, atau kecadaan yapy lain (lbn

Hazm 1. 1989: 7-8).

r9

Agallu Ma Qila

Apabila timbul perselisihan di ka-
langan ulama mengenat ukuran atau
kadar yang wajib ditunaikan dalam
suatu masalah tertentu misalnya: zakat,
diyat, harta warisan, maka yang diam-
bil ialah kadar minimal atau terendah
dan ukuran yang diperselisihkan itu.
Penentuan atau langkah inilah yang di-
sehut dengan aigallu ma qile.

Pemikiran ini didasarkan karena,
ukuran minimal dari  ukuran yang
diperselisihkan  itulah  yang  diyakini
pasti telah terjadi ijmna’ di antara para
ulama yang mempersoalkarinya.
Ukuran terendah (mun:mal) itulah yang
menjadi titik temu perselisihan mereka.
Sedangkan ukuran di luar minimal, ya-
itu ukuran menengah dan maksimal,
adalah pendapat tambahan saja dari
masing-masing pendukungnya dun ber-
ada dalam lingkaran perselisihan
mereka secara keseluruhan. Terhadap
yang masih diperselisihkan itu. hams
dikaji dan diteliti ulang. Dalam hal 1ni,
para pendukung pendapat ukuran yang
tidak dalam titik temu pandangan ber-
sama, masth dituntut untuk men-
dasarkan pendirian mereka atas nash.
Apabila mereka mampu menunjukkan
dasar nashnya, maka aliran al-Dhahiri-
yah akan berpihak kepada mereka; dan
jika tidak, maka dengan sendirinya sc-
mua pendirian mereka itu tertolak dan
tidak sah inenurut pandangan Allah,
secara  Incyakinkai: (Ibn  Hazm, 1,
1089:48).

Pendirian tersebut  juga berlaku
Jalam  pemahaman terhadap nash.
Menurut Tbn Hazm (lad), jika terdapat
sustu nash yang mewzajibkan dilaksa-
nakannya perbuatan tertentu, maka
dengan terpenuhinya ukuran minimal
dari  perintah yang  diwajibkan it
gugurlah kewapban itu dan dipandang
telah terluksana. Karcna pelakunya

pandang telah  berbuat.  Misalnya,
orang  vyang  diperintahkan  untuk
bersedekah. hotapapun sedikitnya

sedekah  yang dikeluarkan. 1a  dipan-



dang telah selesai menunaikan dan be-
bas dari kewajiban itu. Dalam hal ini
tidak ada keharusan tambahan, sebab
yang demikian itu merupakan tindakan
tanpa ada dasar nash.

Contoh lain misalnya tentang per-
selisthan para sahabat mengenai hak
waris kakek (jadd). Perselisihan terse-
but dapat dikategorisasikan pada tiga
pendapat. Dua pendapat menyatakan
bahwa kakek mendapat hak waris lebih
dari seperenam; satu pendapat menya-
takan bahwa kakek mendapat hak waris
sehesar seperenam. Pendapat yang me-
nyatakan bahwa hak waris kakek
adalah seperenem, itulab yang dipan-
dang menempati titik temu dan berarti
ada kesepakatan seluruh pandangan
mereka. Dengan kata lain, pernyataan
bahwa kakek itu mendapat hak waris
seperenam, sebetulnya adalah 1jma’.
Karena itu, tidak dibenarkan membe-
rikan bagian yang kurang atau lebih
dari seperenam terhadap kakek, sebab
berarti bertentangan dengan ijma’.

3. Yma’ Para Ulama untuk Mening-
galkan Suatu Pendapat

Jika timbul berbagai pendapat di
kalangan ulama mengenai suatu masa-
lah, dan mereka sepakat untuk
meninggalkan salah satunya, maka ke-
sepakatan mereka itu merupakan dalil
bagi batalnya pendapat itu. Dalil di-
maksud ialah yma’, yaitu jyma’ untuk
meninggalkan suatu pendapat tertentu.
Misalnya dalam masalah kewarisan ka-
kek seperti tersebut di atas, telah
terjadi perbedaan pendapat di kalangan
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para sahabat. Segolongan mengatakan
bahwa kakek sama dengan bapak
ketika bapak telah tiada. Karena itu,
kekek berhak atas warisan sebanyak
yang diperoleh bapak. Demikian pula.
kakek sepertt bapak yang, dapat
menghijab saudara kandung dan sau-
dara sebapak. Pendapat yang lainnya
menyatakan bahwa, kakek berhak atas
waris bersama-sama dengan saudara
sekandung atau saudara sebapak, de-
ngan syarat bahwa bagiannya tidak
kurang dari sepertiga. Sedangkan yang
lain berpendapat bahwa, kakek berke-
dudukan  sama  dengan  saudara
seckandung atau saudara sebapak, apa-
bila mereka itu tergolong ‘ashabah.
Kakek tersebut menjadi ‘ashabah bi
nafsihi apabila saudara-saudara dimak-
sud adalah perempuan, dengan syarat
begiannya tidak kurang dari sepere-
nam, setelah saudara-saudara tersebut
mengambil haknya secara furudl.
Dapat dipastikan bahwa perseli-
sthan pendapat di atas adalah, tidak
satupun dari seluruh pendapat yang
berkembang mengenai hal ini menya-
takan bahwa, kakek tidak berhak sama
sekali atas waris meskipun bapak telah
tiada; dan/atau bahwa bagiannya ku-
rang dari seperenem. Tidak adanya,
atau ditinggalkannya pendapat yang de-
mikian itu, merupakan dalil bagi
batalnya pendapat itu, dan karena itu
tidak boleh diyadikan pegangan. al-
Dalil dalam hal imi didasarkan atas
ijma’ kalangan sahabat untuk mening-
galkan pendapat itu (Zahrah, t.t.:406).



4.  Ijma’ Ulama tentang Universalitas

Hukum lslam

Prinsip dari jyma’ ini ialah bahwa
jika suatu hukum ditujukan untuk se-
bahagian kaum muslimin, maka pada
dasarnya dipandang berlaku secara
umum untuk segenap kaum muslimin
atas dasar kesamaan kedudukan mereka
di hadapan hukum, selama tidak ter-
dapat nash tertentu yang menunjuk
kekhususan berlakunya hukum itu un-
tuk sebahagian mereka. Inilah yang
merupakan  yma'  seluruh  kaum
muslimin yang temurun dari zaman
Nabi Muhammad saw. Karena itu,
hadits-hadits yang mengenai beberapa
orang yang, kemudian, hukumnya ber-
laku secara umum, dipahami dari
adanya kesamaan kedudukan mereka di
hadapan hukum.

Kaitannya dengan masalah ini, Ibn
Hazm (lihat Zahrah, t.t.:405) me-
ncgaskan bahwasanya Rasulullah saw
tidaklah diutus untuk menetapkan hu-
kum bagi umat pada masanya saja,
tetapi juga untuk seluruh umat yang
datang sesudahnya sampai hari kiamat.
Atas dasar itu maka hukum dimaksud
menjadi  ‘wn, meskipun lafadhnya
khash. Tetapi prinsip ini tidaklah ter-
masuk kategori PVt
(al- Khash itu maksudnya al-’Am), me-
lainkan didasarkan atas 1jma’ bahwa
risalah Muhammad adalah bersifat
umum dan berlaku secara universal,
serta didasarkan pula atas kesamaan
seluruh umat Islam dalam menjalankan
hukum raklifiy.  Dari sini dipahami
bahwa, al-Dalil dalam hal ini bukan

31

fadh.

didasarkan atas nash, tetapi atas dasar
jma’,

IV.PENUTUP

Uraian-uraian di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa, al-Dalil dalam ali-
ran al-Dhahiriyah itu bukan merupakan
al-Qiyas yang oleh ulama ushul (jum-
hur) dikenal juga dengan mafhum
al-muwafaqar atau fahw al-khithab te-
tapi merupakan pengembangan nash
melalui pendekatan dalalah lafadhnya.
Ijtihad di kalangan al-Dhahiriyah dapat
dikatakan sebagai upaya mafhum al-la-
Konsep 1 dikembangkan
sebagai alternatif atas ditolaknya pen-
dekatan al- Qiyas.

Bagi al-Dhahiriyah, al-Qiyas di-
nyatakan  tertolak  karena  dalam
istinbath hukumnya didominasi oleh
ra’yu (pemikiran manusia). Sedangkan
penentu hukum itu hanya Allah, bukan
manusia melalui ra’yunya. Karena itu,
nash dan ijma’ mutlak adanya untuk
menetapkan hukum bagi setiap masalah
atau realitas. Terhadap masalah dan re-
alitas-realitas tertentu yang hukumnya
tidak didapatkan di dalam nash
dan/atau yma’, dilakukan pemahaman
melalui pendekatan al-Dalil.

Dari segi jangkauannya, nampak
bahwa al-Qiyas dan al-Dalil itu sama-
sama mengupayakan pemahaman atas
nash (mathum al-nash). Tetapi dani
segl strateginya sangat berbeda.  Al-
Qiyas mengupayakan realitas yang
belum ada hukumnya itu dimasukkan
ke dalam realitas yang sudah ada
hukumnya berdasar nash dengan



strategr mempersamakan illat hukum-
nya. Al-Dalil mengupayakan realitas
yang belum ada hukumnya itu di-
masukkan ke dalam realitas yany sudah
ada hukumnya berdasar nash atau ijma’
dengan strategi jangkauan cakupan la-
fadh nash itu atas semua realitas.
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